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PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 219 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 60

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bekasi;

. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan

khususnya terkait penyelenggaraan managemen
resiko dan penilaian maturitas Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah maka, Peraturan Bupati tersebut
perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui

perubahan;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
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PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 219 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 60

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bekasi;

. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan

khususnya terkait penyelenggaraan managemen
resiko dan penilaian maturitas Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah maka, Peraturan Bupati tersebut
perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui

perubahan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 137), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 140 tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



11.

12.

13.

14.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Permerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Jiwa Korps
Dan Kode Etik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5943);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20.Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah.(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 41);
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Menetapkan

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR

35

TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi

Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten

Bekasi Tahun 2011 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi;

Bupati adalah Bupati Bekasi;

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Bekasi;



10.

11.

12.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat
pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi adalah aparat
pengawasan intern pemerintah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Daerah Kabupaten Bekasi
adalah Kabupaten Bekasi;

Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil
Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah, dan semua
pegawai BUMD;

Pejabat Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil
Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan pegawai
yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Bekasi;

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundangundangan.

Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh terhadap proses perancangan dan
pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
Pengawasan Intern adalah  seluruh  proses

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
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13.

14.

15.

16.

17.

kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam
rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah;

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut telah  dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan,;

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan,;

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan
suatu program afau kegiatan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan,;

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan
pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi
mengenai pengawasan, pendidikan, pelatihan
pengawasan, pembimbingan dan  konsultasi,
pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil

pengawasan.



2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat baru,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi wajib menerapkan  SPIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang
meliputi unsur:

a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan pengendalian intern.

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian
integral dari kegiatan perangkat daerah;

(3) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPIP dan pelaksanaan penilaian
mandiri SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Bekasi;

(2) Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten
Bekasi;

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun

sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan



SPIP yang ditetapkan oleh Kepala

pembina penyelenggaraan SPIP.

BPKP sebagai

(4) Penyelenggaraan SPIP pada Perangkat daerah

dilakukan

kerangka maturitas

tingkatan yaitu:

penilaian tingkat maturitas, dimana

SPIP terpola dalam enam

komponen

(Control

a. Belum ada = Level O
b. Rintisan = Level 1
c. Berkembang = Level 2
d. Terdefinisi = Level 3
e. Terkelola dan Terukur= Level 4
f. Optimum = Level 5

(5) Manajemen risiko yang terdiri dari

sebagai berikut:
a. Lingkungan Pengendalian
Environment);

b. Penetapan Tujuan (Objective Setting);
c. ldentifikasi Kejadian (Event Identification);
d. Penilaian Risiko (Risk Assessment);
e. Respon atas Resiko (Risk Response);
f.

Aktivitas Pengendalian (Control Activities);

g. Informasi dan komunikasi

h.

(6) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai

Communication); dan

Pemantauan (Monitoring).

Pelaksanaan penilaian tingkat

(Information and

Petunjuk

maturitas

Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada

ayat

(4) dan manajemen risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat baru,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Bekasi;
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(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan
intern melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

(3) Dalam rangka pengawasan intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) khususnya untuk tujuan
pengendalian termasuk penghargaan dan sanksi,
Inspektorat dapat mengeluarkan nilai/ indeks atas
penerapan pengendalian beberapa proses baik
secara bersama-sama dengan  pola tertentu
ataupun sendiri-sendiri pada perangkat daerah
sesuai kebutuhan, diantaranya :

é. nilai implementasi SAKIP;

b. nilai maturitas SPIP;

c. nilai pencapaian tindaklanjut;

d. nilai pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit/
Zona Integritas;

e. nilai pemenuhan TGR;
nilai  pencapaian penyampaian LHKASN;
dan/atau

g. nilai pencapaian target RAD-PK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai/ indeks
atas penerapan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

S. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8
(1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi melakukan
pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
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perangkat daerah yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi;

(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP
di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan
Desa diselenggarakan berpedoman pada
peraturan Bupati ini;

(3) Penghargaan dan sanksi terkait penyelenggaraan
pemerintahan daerah/ pemerintahan desa dapat
mempertimbangkan nilai/ indeks atas penerapan
pengendalian  beberapa  proses sebagaimana

dimaksud pada pasal 7 ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 6 Oktober 2022

PJ. BUPATI BEKASI
Ttd
DANI RAMDAN

Diundangkan : Cikarang Pusat
Pada Tapeg : 6 Oktober 2022
S DAERAH KABUPATEN BEKASI——ﬂ.'ﬂ

5EDY SUPRIVAD
BERITA DAE /-n/ H KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 219
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